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ABSTRACT 

 

Protected Rice Fields (LSD) were established by the President through Presidential 

Decree No. 59/2019 to control agricultural land conversion and maintain food 

security. However, in Ciseeng District, Bogor Regency, a peri-urban area 

bordering the metropolitan areas of Jakarta, Depok, and South Tangerang, 

discrepancies between LSD locations and the spatial pattern of the Spatial Plan 

(RTRW) are often found. This study aims to identify the distribution and extent of 

LSD, their compliance with the RTRW, the factors driving the discrepancy and land 

conversion, and their impact on local food production, using descriptive qualitative 

methods supported by spatial analysis (overlay of LSD, RTRW, and land use maps 

2020-2026) and in-depth interviews. 

The results of the study indicate that the LSD in Ciseeng District only covers 224.21 

ha (5.58% of the district area) and is unevenly distributed. Of this area, only 53.21 

ha (23.73%) is in accordance with the RTRW Food Crop Area, while 171.00 ha 

(76.27%) is not in accordance due to the lack of synchronization of central and 

regional policies, minimal field verification, and the lengthy LSD status evaluation 

mechanism. A total of 13.35 ha of LSD has undergone a conversion to non-

agricultural use. Changes in the use of rice fields in Ciseeng District have changed 

a lot, especially to residential areas, driven by damaged irrigation, economic 

pressures and regional development, socio-demographic factors, and weak 

regulatory enforcement. 

This condition creates legal uncertainty for landowners and drastically reduces 

local food production, with rice production dropping from 2,325 tons in 2019 to 

696.13 tons in 2023 or around 70% during the period 2019 to 2023. This problem 

is systemic so that it requires policy synchronization, periodic field verification, 

acceleration of LSD status evaluation, improvement of irrigation infrastructure, 

and outreach to the community to maintain the function of LSD in supporting local 

food security. 

Keywords: Protected Rice Fields, RTRW, land conversion, food production, spatial 

analysis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ketersediaan lahan sawah merupakan salah satu prasyarat utama yang 

digunakan dalam kelanjutan dalam produksi pangan. Pemerintah di dunia saat 

ini banyak mengupayakan ketahanan pangan untuk menghindari krisis 

pangan di negaranya, salah satunya di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto 

dalam pidato kenegaraan di Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan 

I DPR Tahun 2025-2026 menyampaikan terdapat dana sebesar Rp164,4 

triliun yang dialokasikan untuk penguatan ketahanan pangan nasional. 

Pertanian memiliki peran utama dalam menjamin ketahanan pangan karena  

Indonesia memiliki penduduk yang sebagian besar bergantung pada sektor 

pertanian (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2025). 

Lahan sawah merupakan aset strategis yang dilindungi melalui 

kebijakan penataan ruang sehingga fungsi produksi pangan, ekologi, serta 

sosialnya harus tetap terjaga (Purwandari dkk., 2025). Namun, populasi serta 

standar kehidupan manusia yang meningkat juga dapat menyebabkan 

meningkatnya permintaan akan lahan yang digunakan untuk perumahan serta 

kegiatan ekonomi lainnya. Permintaan akan lahan tersebut seringkali berasal 

dari sawah produktif, sehingga dari lajunya permintaan akan lahan serta 

ketersediaan lahan menyebabkan adanya ketidakseimbangan penggunaan 

lahan serta pengurangan lahan pertanian (Sustyaningrum dkk., 2024). Maka 

dari itu maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian akan 

sangat berpengaruh terhadap hasil produksi pertanian yang setiap tahunnya 

mengalami penurunan (Ayun dkk., 2020).  

Masalah yang terjadi di Indonesia terkait dengan alih fungsi lahan 

pertanian merupakan isu penting yang kemudian pemerintah merespons isu 

tersebut dengan mengeluarkan kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). 

Kebijakan LSD merupakan instrumen yang digunakan dalam pengendalian 

alih fungsi lahan sawah yang bertujuan untuk memepertahankan keberadaan 
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dan fungsi sawah dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Sebagai 

bentuk pengendalian tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden 

Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan yang dalam 

penerapannya dikeluarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 Tahun 2021 

tentang Penetapan LSD di Kabupaten/Kota tertentu di Provinsi Sumatera 

Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan 

Provinsi Nusa Tenggara Barat (Nurfauziyah dkk., 2022). Kebijakan tersebut 

dianggap penting karena dapat memberikan kepastian spasial untuk LSD 

secara berkelanjutan. Pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang 

Pengendalian Alih Fungsi Lahan, LSD secara konsisten harus dipertahankan 

fungsinya untuk menjaga ketahanan pangan (Dewi. 2024). 

Namun di sisi lain seringkali terjadi ketidaksesuaian antara lokasi LSD 

dengan pola ruang RTRW. Meskipun sudah ditetapkan lokasi LSD oleh Tim 

Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah namun sinkronisasi antara 

data dengan fakta yang ada di lapangan tidak sesuai, masih sering terjadi 

lahan yang digunakan pembangunan perumahan namun ditetapkan menjadi 

LSD. Akibat dari ketidaksesuaian dapat menyebabkan konflik pemanfaatan 

ruang serta membuka peluang terjadinya alih fungsi lahan baik secara legal 

maupun ilegal (Oktovian & Nurbaedah, 2024). Maka dari itu sangat penting 

dilakukan analisis secara spasial untuk mengidentifikasi sebaran, luas serta 

menilai tingkat kesesuaian dan ketidaksesuaian antara LSD dengan pola 

ruang RTRW. 

Fenomena tersebut terjadi di Kabupaten Bogor yang berfungsi sebagai 

kawasan penyangga Daerah Khusus Jakarta yang merupakan kota 

metropolitan, sehingga Kabupaten Bogor mengalami tekanan perubahan 

lahan pertanian yang sangat tinggi akibat dari permintaan akan lahan 

perumahan, infrastruktur, serta aktivitas ekonomi yang baru (Mujio dkk., 

2025). Kabupaten Bogor sudah kehilangan lahan sawah produktifnya lebih 

dari 5.100 hektar. Laju alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Bogor 
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meningkat dari rata-rata 315,3 hektar/tahun menjadi 1.387 hektar/tahun 

dalam periode 2019-2022 (Dewa, 2026). 

Salah satu kecamatan yang ditemukan adanya alih fungsi lahan 

pertanian adalah Kecamatan Ciseeng. Kecamatan Ciseeng merupakan 

kecamatan yang termasuk ke dalam kawasan periurban yang merupakan 

wilayah pedesaan namun berdekatan dengan pusat pertumbuhan kota Jakarta, 

Depok, dan Tangerang Selatan. Sehingga memungkinkan perubahan 

penggunaan lahan yang kompleks dan menjadi tantangan dalam perencanaan 

tata ruang dalam konteks keberlanjutan. Alih fungsi lahan pertanian yang 

terjadi di Kecamatan Ciseeng sebesar 15,57% dan mengalami perubahan 

lahan ke arah penggunaan permukiman. Banyak faktor yang menjadi 

penyebab terjadi alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Ciseeng faktor 

yang paling mendominasi ialah faktor ekonomi hal tersebut terjadi karena 

kebutuhan mendesak terhadap dana, ketidakstabilan pendapatan pertanian, 

adanya tekanan kebutuhan hidup, serta harga insentif yang ditawarkan oleh 

pengembang (Mujio dkk., 2025) 

Penurunan luas lahan sawah berlangsung bersamaan dengan 

kecenderungan menurunnya produksi padi. Seperti data yang bersumber dari 

Badan Pangan Nasional Kabupaten Bogor Tahun 2024  terkait produksi padi 

di Kecamatan Ciseeng, produksi padi di Kecamatan Ciseeng pada periode 

2019–2023 menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif dengan tren 

penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, produksi padi tercatat 

sebesar 2.325 ton, kemudian mengalami penurunan cukup tajam menjadi 

1.542 ton pada tahun 2020. Selanjutnya, produksi sempat meningkat pada 

tahun 2021 menjadi 1.660 ton, sebelum kembali menurun secara berturut-

turut pada tahun 2022 (1.066 ton) dan tahun 2023 (696,13 ton), yang 

merupakan angka produksi terendah selama periode lima tahun tersebut. 

Secara keseluruhan, produksi padi di Kecamatan Ciseeng mengalami 

penurunan yang signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2023, dengan rata-rata 

produksi selama periode tersebut sebesar 1.485 ton per tahun. Penurunan 

produksi padi yang terus berlanjut ini mengindikasikan adanya tantangan 
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dalam sektor pertanian di wilayah tersebut, yang dapat disebabkan oleh 

berbagai faktor seperti alih fungsi lahan pertanian, perubahan iklim, atau 

menurunnya minat masyarakat terhadap kegiatan bertani padi. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa adanya 

ketidaksesuaian antara LSD dengan pola ruang RTRW di Kabupaten Bogor 

serta tingginya alih fungsi ahan pertanian yang ada di Kecamatan Ciseng 

merupakan permasalahan yang berpotensi mengancam ketahanan pangan 

lokal. Maka dari itu penelitian terkait dengan sebaran spasial, luas dan 

ketidaksesuaian lokasi LSD terhadap pola ruang RTRW, faktor-faktor yang 

memengaruhi alih fungsi dan ketidaksesuaian dan kesesuaian, serta 

dampaknya terhadap produksi pangan di Kecamatan Ciseeng menjadi sangat 

relevan untuk dilakukan. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana sebaran spasial dan luas LSD serta kesesuaian dan 

ketidaksesuaiannya terhadap pola ruang kawasan tanaman pangan 

RTRW Kabupaten Bogor di Kecamatan Ciseeng. 

2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi ketidaksesuaian LSD dengan 

pola ruang kawasan tanaman pangan dalam RTRW dan faktor yang 

mendorong terjadinya alih fungsi LSD di Kecamatan Ciseeng. 

3. Bagaimana perubahan penggunaan lahan di kawasan LSD serta 

keterkaitannya terhadap produksi pangan lokal di Kecamatan Ciseeng. 

 

C. Batasan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki batasan penelitian 

yang akan dilakukan yaitu: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan di satu kecamatan yang ada di 

Kabupaten Bogor, yaitu Kecamatan Ciseeng; 

2. Penelitian yang diakukan oleh peneliti hanya membahas Lahan Sawah 

Dilindungi yang kemudian melihat data produksi hasil pangan lokal 

untuk menjawab rumusan masalah; 
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3. Identifikasi perubahan penggunaan lahan hanya dilakukan pada 

penggunaan lahan tahun 2020 dan penggunaa lahan tahun 2026; 

4. Identifikasi produksi pangan lokal yang ada di Kecamatan Ciseeng 

hanya menggunakan data produksi tahun 2019 sampai dengan tahun 

2023. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penlitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menganalisis sebaran spasial, luas LSD serta kesesuaian 

dan ketidaksesuaian LSD terhadap pola ruang kawasan tanaman 

pangan dalam RTRW Kabupaten Bogor di Kecamatan Ciseeng; 

b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi 

ketidaksesuaian LSD dengan pola ruang kawasan tanaman 

pangan dalam RTRW serta faktor-faktor yang mendorong 

terjadinya alih fungsi LSD di Kecamatan LSD; 

c. Untuk menganalisis perubahan penggunaan lahan di kawasan 

LSD serta keterkaitannya terhadap produksi pangan lokal di 

Kecamatan Ciseeng. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat yaitu: 

a. Manfaat Akademis 

Penelitian ini dilakukan agar dapat dijadikan referensi dan 

kontribusi yang signifikan untuk pengembangan dalam 

perencanaan wilayah dan tata ruang, khususnya yang berkaitan 

dengan LSD terhadap RTRW, serta mengamati dinamika alih 

fungsi ahan di kawasan periurban. Sehingga hasil penelitian ini 

dapat memperkaya kajian teoritis yang berkaitan dengan LSD 

serta ketidaksesuaiannya dengan RTRW yang kemudian dapat 

digunakan oleh peneliti-peneliti selanjutnya yang mengkaji lebih 

dalam isu serupa, bai dari aspek metodologis maupun aspek 

lokasi studi yang berbeda.  
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b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dilakukan agar dapat dijadikan referensi serta 

masukan kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Bogor khususnya 

Kepala Camat Ciseeng dalam upaya menyelaraskan penetapan 

LSD dengan RTRW, menetapkan kebijakan pengendalian alih 

fungsi lahan pertanian khususnya LSD, serta dapat menjaga 

ketahanan pangan lokal. Kemudian penelitian ini dapat menjadi 

bahan evaluasi pemerintah setempat dalam pengawasan 

pemanfaat ruang yang kemudian berguna untuk rencana 

pembangunan di Kecamatan Ciseeng. 

 

E. Gap Penelitian  

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kedekatan lokasi 

dengan salah satu penelitian terdahulu, yaitu penelitian Mujio dkk. (2025) 

yang berjudul “Analisis Dinamika dan Faktor Penyebab Perubahan Lahan 

LP2B: Studi Kasus di Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor”, yang 

menggunakan metode mixed-methods dan menemukan bahwa dalam lima 

tahun terakhir kawasan LP2B di Kecamatan Ciseeng telah berubah sekitar 

15,57% ke arah permukiman, komersial, serta non-pertanian dengan faktor 

ekonomi sebagai pendorong utamanya. Meskipun berlokasi di kecamatan 

yang sama, kajian tersebut hanya membahas LP2B secara umum tanpa 

memfokuskan pada Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang ditetapkan melalui 

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021, belum melakukan analisis kesesuaian 

dan ketidaksesuaian spasial antara lahan tersebut dengan pola ruang RTRW, 

serta hanya berhenti pada identifikasi dinamika dan faktor penyebab 

perubahan lahan tanpa mengkaji keterkaitannya dengan produksi pangan 

lokal. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda 

karena secara khusus mengkaji sebaran, luas, serta kesesuaian dan 

ketidaksesuaian LSD terhadap pola ruang RTRW Kabupaten Bogor di 
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Kecamatan Ciseeng, sekaligus keterkaitannya terhadap produksi pangan 

lokal, sehingga posisi dan kebaruan penelitian ini dapat terlihat dengan jelas. 

Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu lainnya yang mengkaji 

kesesuaian LSD maupun lahan pertanian terhadap RTRW umumnya 

dilakukan di lokasi yang berbeda, seperti Kota Denpasar, Kota Salatiga, 

Kabupaten Sumenep, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Bungo, serta 

Kabupaten Lombok Barat, dan sebagian besar hanya berfokus pada satu 

aspek saja, baik itu analisis spasial kesesuaian, faktor penyebab alih fungsi, 

maupun dampaknya terhadap kebijakan tata ruang. Namun, belum ada 

penelitian yang secara khusus dilakukan di Kecamatan Ciseeng sekaligus 

mengintegrasikan analisis kesesuaian LSD terhadap RTRW, faktor penyebab 

ketidaksesuaian dan alih fungsinya, serta dampaknya terhadap produksi 

pangan lokal dalam satu penelitian. Kekosongan inilah yang menjadi gap 

penelitian bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah diuraikan pada 

bab-bab sebelumnya mengenai sebaran spasial, kesesuaian, alih fungsi, 

faktor-faktor penyebab, serta dampaknya terhadap produksi pangan lokal di 

Kecamatan Ciseeng, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sebaran dan kesesuaian LSD di Kecamatan Ciseeng masih jauh dari 

kata ideal. LSD yang ditetapkan hanya seluas 224,21 ha atau sekitar 

5,58% dari total luas kecamatan, dengan sebaran yang tidak merata 

karena hanya terkonsentrasi di 9 dari 10 desa (Desa Cihoe sama sekali 

tidak memiliki LSD). Hasil overlay antara peta LSD dengan pola ruang 

RTRW Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa hanya 53,21 ha 

(23,73%) LSD yang sesuai dengan Kawasan Tanaman Pangan, 

sedangkan sisanya sebesar 171,00 ha (76,27%) justru berada di luar 

kawasan pertanian menurut RTRW. Ketidaksesuaian ini berdampak 

pada hilangnya kepastian hukum bagi pemilik maupun pengguna lahan, 

karena satu bidang tanah dapat menerima dua arahan yang bertentangan 

sekaligus dan wajib dipertahankan menurut LSD, tetapi boleh 

dikembangkan menurut RTRW. 

2. Ketidaksesuaian LSD dengan RTRW didorong oleh tiga faktor utama 

yang saling berkaitan, yaitu belum sinkronnya kebijakan antara 

pemerintah pusat (yang menetapkan LSD) dengan pemerintah daerah 

(yang menyusun RTRW), keterbatasan interpretasi citra dan minimnya 

verifikasi lapangan sehingga ada bidang yang ditetapkan sebagai LSD 

padahal kondisi eksistingnya sudah bukan sawah, serta keterbatasan 

kewenangan dan panjangnya mekanisme evaluasi status LSD yang 

membuat bidang yang sebetulnya sudah tidak berfungsi sebagai sawah 

tetapi tetap berstatus LSD dalam waktu lama. Di sisi lain, alih fungsi 

LSD didorong oleh lima faktor yang saling memperkuat, yaitu rusaknya 
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infrastruktur irigasi, tekanan ekonomi dan tingginya nilai jual lahan 

non-pertanian, tekanan pembangunan akibat posisi Ciseeng yang 

berbatasan langsung dengan kawasan metropolitan (Jakarta, Depok, 

dan Tangerang Selatan), faktor sosial-demografi berupa pertumbuhan 

penduduk, serta keterbatasan mekanisme regulasi dan penegakan LSD 

yang belum dilengkapi sanksi tegas. 

3. Kondisi alih fungsi lahan di dalam kawasan LSD Kecamatan Ciseeng 

menunjukkan telah banyak terjadi konversi lahan. Dalam rentang tahun 

2020 hingga 2026, tercatat sebanyak 13,35 ha atau setara 5,96% dari 

total LSD sudah beralih fungsi menjadi penggunaan non-pertanian, 

dengan pola dominan berupa konversi sawah irigasi non teknis menjadi 

permukiman padat penduduk (kampung jarang) secara sporadis oleh 

masyarakat. Perubahan ini berdampak nyata pada penurunan produksi 

pangan lokal Kecamatan Ciseeng yang cukup drastis: produksi padi 

anjlok dari 2.325 ton pada 2019 menjadi hanya 696,13 ton pada 2023, 

atau turun sekitar 70% hanya dalam lima tahun, dengan tren penurunan 

serupa juga terjadi pada komoditas serelia, ubi kayu, dan ubi jalar. 

Penurunan ini semakin mengkhawatirkan karena berbanding terbalik 

dengan jumlah penduduk Ciseeng yang terus bertambah, sehingga 

berpotensi meningkatkan ketergantungan wilayah ini terhadap pasokan 

pangan dari luar dan melemahkan posisinya dalam mendukung 

ketahanan pangan nasional. 

Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa persoalan yang terjadi di 

Kecamatan Ciseeng bukan sekadar persoalan teknis pemetaan semata, 

melainkan persoalan yang bersifat sistemik, mulai dari lemahnya sinkronisasi 

kebijakan antar-tingkat pemerintahan, minimnya verifikasi lapangan, tekanan 

sosial-ekonomi masyarakat, hingga belum tegasnya regulasi dan penegakan 

hukum terkait LSD. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa ada intervensi yang jelas, 

maka fungsi LSD sebagai instrumen pengendali alih fungsi lahan dan penjaga 

ketahanan pangan lokal akan semakin kehilangan maknanya. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mencoba memberikan 

beberapa saran yang diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun peneliti selanjutnya. 

1. Perlu dilakukan sinkronisasi data antara peta LSD dengan pola ruang 

RTRW sejak tahap awal penyusunan kebijakan. Sinkronisasi ini 

penting supaya satu bidang tanah tidak lagi menerima dua arahan yang 

saling bertentangan. 

2. Perlu dilakukan verifikasi lapangan secara berkala terhadap lahan yang 

berstatus LSD, tidak hanya mengandalkan interpretasi citra satelit 

semata. Verifikasi ini penting untuk memastikan bidang yang 

dilindungi memang masih benar-benar berfungsi sebagai sawah 

produktif, sekaligus mempercepat proses koreksi bagi bidang yang 

kondisi eksistingnya sudah berubah. 

3. Pemerintah pusat perlu mempercepat dan menyederhanakan 

mekanisme evaluasi serta pengeluaran status LSD, dengan tetap 

memberikan kepastian waktu penyelesaian yang jelas, agar tidak ada 

lagi bidang yang berstatus LSD bertahun-tahun padahal secara faktual 

sudah tidak berfungsi sebagai sawah. Selain itu, perlu dilengkapi 

dengan aturan sanksi yang tegas bagi pelanggaran alih fungsi LSD 

supaya kebijakan ini benar-benar memiliki daya paksa, tidak hanya 

sebatas imbauan administratif. 

4. Pemerintah daerah bersama dinas terkait perlu memperbaiki dan 

merawat infrastruktur irigasi di desa-desa yang memiliki LSD, terutama 

di Desa Karihkil, Cibentang, dan Cibeuteung Muara, mengingat 

kerusakan irigasi menjadi salah satu pemicu utama petani beralih dari 

komoditas padi ke komoditas lain yang tidak lagi bergantung pada 

sawah. 

5. Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi terkait dengan LSD 

kepada pemerintah Kecamatan Ciseeng dan pemerintah desa. 

Kemudian sossialisasi tersebut perlu diteruskan secara aktif melakukan 
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sosialisasi terkait pentingnya LSD kepada masyarakat, khususnya 

petani dan pemilik lahan, agar keputusan menjual atau 

mengalihfungsikan lahan tidak semata-mata didasari faktor ekonomi 

jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap 

ketahanan pangan lokal. 

6. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada satu 

kecamatan saja, sehingga akan lebih baik apabila kajian serupa 

diperluas ke kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Bogor yang juga 

mengalami tekanan alih fungsi lahan tinggi, agar dapat diperoleh 

gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas kebijakan LSD 

di wilayah peri-urban. 
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